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Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2026.
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KERANGKA KETERANGAN ATAU PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA

TAHUN 2026

BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
dan pengawasan pembangunan daerah, serta menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). RKPD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan
Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), maupun
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKPD Kota Surakarta
Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2025-2029, dengan
memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 2026 guna menjamin sinergi dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.



Tema Pembangunan Kota Surakarta dalam RKPD Tahun 2026 vyaitu:
“Penguatan Landasan Reformasi birokrasi adaptif untuk memperkuat
layanan publik dan ketahanan pangan”, Fokus Pembangunan Tahun 2026
memberikan penekanan terhadap arah kebijakan pembangunan yang relevan
terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dilakukan pada tahun
2026. Prioritas pembangunan dan fokus pembangunan sebagai berikut;

1. Prioritas 1 Penguatan kemajuan Budaya, SDM berkualitas unggul dan
produktif dan penguatan Modal Sosial Masyarakat;

2. Prioritas 2. Penguatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan, serta menjaga stabilitas ekonomi makro dan kondusifitas
wilayah;

3. Prioritas 3. Pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang
integrasi, berkeadilan, Tangguh dan berkelanjutan:;

4. Prioritas 4. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas
dan berdaya saing;

5. Prioritas 5. Penguatan Reformasi tata Kelola pemerintahan dan pelayanan
Publik yang adaptif dan Modern Berbasis Digital.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat
Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam
tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
Daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program,
dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau



2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan;

3. Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal
terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah
dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD
ditetapkan.

Selain mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Surakarta
Tahun 2026 Semester |, penyusunan Perubahan RKPD juga didorong oleh
perkembangan kebijakan daerah, nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan
tersebut menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga
memerlukan penyesuaian terhadap struktur belanja daerah, prioritas program, dan
kegiatan pembangunan tahun anggaran 2026 agar selaras dengan arah kebijakan
daerah, nasional, dan Provinsi Jawa Tengah. Perubahan RKPD dilakukan untuk
menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah secara lebih efektif, efisien
dan adaptif terhadap perkembangan kebijakan daerah, nasional, dan Provinsi
Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota
Surakarta Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan Maret 2026, dan
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum
APBD (KUA) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026 memerlukan perubahan RKPD
Kota Surakarta Tahun 2026 dalam rangka:

1. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan
program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta
Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2026 dan perubahan APBD TA 2026;

2. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kemampuan
fiskal daerah;

3. Perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2026 sesuai dengan
alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, dana transfer bagi hasil pajak dari
provinsi, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025,
dan memperhitungkan potensi riil pendapatan asli daerah yang dapat diraih
sampai dengan akhir tahun 2026;



1.

Perubahan penganggaran Belanja Daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah
pusat untuk mengakomodir kegiatan yang bersifat mendesak dan darurat,
penyesuaian belanja yang bersumber dari dana transfer pusat, dana transfer
provinsi, penggunaaan saldo kas (SiLPA Tahun 2025), serta penyesuaian
anggaran, rekening kegiatan dan perangkat daerah pelaksana pada kegiatan
yang bersumber dari DAK dan DBHCHT Tahun 2026.

Perubahan RKPD Kota Surakarta disusun dengan tahapan penyusunan
sebagai berikut: (1) Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD; (2) Perumusan
Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan (3) Penetapan Perubahan RKPD. Secara
detail, tahapan proses penyusunan perubahan RKPD dijelaskan sebagai berikut.
Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD
Rancangan perubahan RKPD disusun berpedoman pada Peraturan Daerah
tentang RPJMD dan Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan
Semester | Tahun berkenaan. Perumusan rancangan perubahan RKPD
mencakup:

a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah:;

b. evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Semester | tahun berkenaan:

c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah:;

d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan
Daerah; dan

e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Setelah Rancangan Perubahan RKPD disajikan sesuai dengan sistematika

dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, selanjutnya Kepala Daerah

menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja

Perangkat Daerah yang dilampiri dengan rancangan perubahan RKPD, dan

disampaikan kepada seluruh perangkat daerah untuk dijadikan sebagai

pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Dalam Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD, Kepala Badan

Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan verifikasi

terhadap Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Verifikasi dilakukan

4



untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan
pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap
rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang
dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD. Berdasarkan rancangan
perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, Bappeda
menyempurnakan rancangan Perubahan RKPD menjadi rancangan akhir
Perubahan RKPD.

Penetapan Perubahan RKPD

Dalam rangka penetapan perubahan RKPD, Rancangan akhir perubahan RKPD
dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang
perubahan RKPD. Wali Kota menyampaikan rancangan Peraturan Wali Kota
tentang perubahan RKPD kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA Provinsi
untuk difasilitasi. Berdasarkan hasil fasilitasi tersebut, dilakukan
penyempurnaan rancangan Peraturan Wali Kota tentang perubahan RKPD.
Selajutnya dokumen Perubahan RKPD tahun 2026 ditetapkan dengan
Peraturan Wali Kota.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. Perubahan RKPD
Tahun 2026 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya,
Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tersebut dibahas bersama DPRD untuk
menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2026.



B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2026 disusun sebagai tindak

lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan yang menunjukkan

adanya perkembangan keadaan dan dinamika kebijakan yang memerlukan

penyesuaian terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Permasalahan yang melatarbelakangi perlunya Perubahan RKPD Tahun 2026

antara lain:

1.

Terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dasar
penyusunan RKPD Tahun 2027, baik terkait kondisi ekonomi makro daerah,
kemampuan keuangan daerah, maupun target pembangunan yang telah
ditetapkan;

Adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan
pemerintah daerah yang harus diakomodasi dalam dokumen perencanaan
pembangunan daerah agar tetap selaras dan sinkron dengan arah
pembangunan nasional, provinsi, dan daerah:;

Perlunya penyesuaian terhadap proyeksi pendapatan daerah, transfer ke
daerah, serta penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang
mempengaruhi kapasitas fiskal dan prioritas pendanaan pembangunan
daerah;

Adanya kebutuhan penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, indikator
kinerja, dan pagu anggaran perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi
capaian kinerja pembangunan sampai dengan semester pertama tahun
berjalan;

Perlunya pengakomodasian kegiatan prioritas, kegiatan strategis, dan
kegiatan yang bersifat mendesak sesuai perkembangan kebutuhan
masyarakat serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perlunya menjaga konsistensi dan keterpaduan antara Perubahan RKPD
Tahun 2026 dengan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029, RKPD



Provinsi Jawa Tengah, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen
penganggaran daerah sebagai dasar penyusunan Perubahan KUA-PPAS dan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan pengaturan melalui
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kota Surakarta Tahun 2026
sebagai landasan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang
lebih adaptif, efektif, efisien, dan responsif terhadap perkembangan keadaan.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2026 adalah menyesuaikan
perubahan asumsi kerangka ekonomi makro serta memastikan keselarasan program
dan kegiatan dalam RKPD dengan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029.
Penyesuaian tersebut diarahkan untuk mewujudkan sinergi pelaksanaan
pembangunan antarwilayah, antarsektor, dan antar tingkat pemerintahan, sekaligus
meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

D. Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2026, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2045;
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 159);

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Kota Surakarta Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2025 Nomor 169);



BAB Il

POKOK PIKIRAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2026 yang
telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 24 Tahun 2025
merupakan pedoman perencanaan pembangunan daerah tahunan yang menjadi
dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam pelaksanaannya,
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Semester | Tahun
2026, terdapat perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi
yang digunakan pada saat penyusunan RKPD.

Perkembangan tersebut meliputi perubahan arah kebijakan pembangunan
daerah yang menyesuaikan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah periode 2025-2029, sinkronisasi dengan program prioritas nasional Asta
Cita, perubahan asumsi ekonomi makro, penyesuaian kemampuan keuangan
daerah, perubahan proyeksi pendapatan daerah, serta kebutuhan penyesuaian
belanja daerah sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, dan kebutuhan pembangunan daerah yang bersifat mendesak.

Sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaannya
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, baik yang
berkaitan dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi
daerah, keuangan daerah, maupun perubahan kebijakan yang lebih tinggi. Oleh
karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap sasaran, prioritas pembangunan,
program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan pembangunan daerah Tahun
2026.

Perubahan RKPD Kota Surakarta Tahun 2026 dimaksudkan untuk menjaga

konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran daerah,



meningkatkan efektivitas pencapaian target pembangunan daerah, serta

memastikan keselarasan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional,
Provinsi Jawa Tengah, dan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029.

Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota

tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2026
sebagai landasan penyusunan Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2026.

BAB IlI

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran pengaturan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2026 adalah:

a.

menyesuaikan dokumen RKPD Tahun 2026 dengan perkembangan
keadaan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, serta perubahan
kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan
Pemerintah Kota Surakarta;

. menjamin keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan

daerah dengan penganggaran daerah melalui penyusunan Perubahan
Kebijakan Umum APBD (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS), dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026;
mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui
penyesuaian target kinerja, prioritas pembangunan, program, kegiatan, dan
pendanaan pembangunan daerah Tahun 2026;
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d.

menjaga keselarasan pelaksanaan pembangunan daerah dengan RPJMD
Kota Surakarta Tahun 2025-2029, kebijakan pembangunan nasional, serta
kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

. Jangkauan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a.

perubahan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2026 sebagai hasil
evaluasi pelaksanaan RKPD dan perkembangan kebijakan pembangunan;

. penyesuaian kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah

yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, serta
pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);

penyesuaian sasaran, prioritas, program, kegiatan, subkegiatan, indikator
kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, dan pagu pendanaan
pembangunan daerah Tahun 2026;

. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana

Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2026;

. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perubahan KUA,

Perubahan PPAS, dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2026 adalah:

a.

memberikan dasar hukum bagi penyesuaian dokumen perencanaan
pembangunan daerah Tahun 2026 sesuai dengan perkembangan kondisi

daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan;

. mewujudkan perencanaan pembangunan yang adaptif, efektif, efisien,

akuntabel, dan responsif terhadap perubahan kebijakan serta kebutuhan
pembangunan daerah;

mengintegrasikan visi, misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Tahun 2025-2029 serta kebijakan prioritas nasional ke dalam
pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2026;
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d. menjamin sinkronisasi dan harmonisasi antara dokumen perencanaan
pembangunan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta
dokumen perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah;

e. meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan daerah melalui
pengalokasian sumber daya yang lebih tepat sasaran guna mendukung
pencapaian tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan Kota Surakarta
Tahun 2026.

B. Ruang Lingkup Materi

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Surakarta Tahun 2026 secara ringkas yaitu sebagai berikut:

1.

Bab | Pendahuluan
berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dasar
pertimbangan perubahan RKPD, dan sistematika Perubahan RKPD.

. Bab Il Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan | Tahun 2026

berisi tentang kompilasi hasil pengolahan dan analisa evaluasi terhadap capaian
target kinerja dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun
2026 sampai dengan Triwulan |I.

. Bab Ill Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Berisi tentang gambaran kondisi perekonomian dan proyeksi keuangan daerah
tahun 2026.

. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Berisi tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada perubahan
tahun 2026.

. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Berisi tentang program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi
kegiatan serta kelompk sasaran penerima manfaat.
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6. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Berisi tentang Indikator Kinerja Utama daerah, dan Indikator Kinerja Utama
perangkat daerah Kota Surakarta Tahun 2026.

7. Penutup
Berisi tentang kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2026.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis serta
hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Surakarta Tahun 2026, dapat disimpulkan
bahwa terdapat perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi yang
digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Surakarta Tahun 2026. Perkembangan
tersebut meliputi perubahan arah kebijakan pembangunan daerah, perubahan
asumsi ekonomi makro, perubahan proyeksi pendapatan daerah, penyesuaian
belanja daerah, serta kebutuhan sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029.

Perubahan RKPD Kota Surakarta Tahun 2026 diperlukan untuk menjamin
keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran daerah,
meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta
memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun
2026.

Dengan demikian, Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2026 perlu ditetapkan
sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah,
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Perubahan Kebijakan Umum APBD, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara, serta Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026.

B. Saran

Berdasarkan seluruh urgensi strategis, dasar hukum yang mengikat, dan
rangkaian tahapan penyusunan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diajukan
beberapa saran utama sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2026 perlu segera ditetapkan
untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi seluruh perangkat
daerah dalam melaksanakan penyesuaian program, kegiatan, dan
pendanaan pembangunan daerah Tahun 2026.

2. Seluruh perangkat daerah perlu melakukan penyesuaian dokumen
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah secara konsisten sesuai
dengan arah kebijakan, sasaran, prioritas pembangunan, dan pagu indikatif
yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Surakarta Tahun 2026.

3. Pemerintah Daerah perlu memastikan sinkronisasi antara Perubahan
RKPD Tahun 2026 dengan dokumen penganggaran daerah, sehingga
pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien,
akuntabel, dan tepat sasaran.

4. Pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2026 perlu disertai dengan
pengendalian, pemantauan, dan evaluasi secara berkelanjutan guna
memastikan tercapainya target pembangunan daerah serta mendukung
pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Surakarta Tahun 2025-2029.

Dengan tersusunnya Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2026 ini, diharapkan dapat
menjadi pedoman yang efektif bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan
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tugas dan fungsinya secara optimal untuk mendukung pembangunan Kota
Surakarta yang berkelanjutan dan berdaya saing.

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Surakarta,

QySekretaris

Tri iryo Kuncoro, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I/ IVb
NIP. 19820223 200604 1 008
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